BAB II

TINJAUAN DI SuXil'AR HMASALAH Biliva SITAAN
3 u3AGAT BARANG BUKTX

enurut pesal 1 ayat 4 Peraturan  Pemerintah
Nomor 27 tshun 1983 disebutkan, bahwa "benda sitaan
adalah benda yang disita oleh negara untuk ¥%eperluan
proses peradilen®, ( PP. Wo. 27 DTahun 1983 : 5 )

Benda yang dimaksud di sini sifatnya adalah
umum, meliputi benda bergerak atau tidsk bergerak,ber

wujud ataupuh tidak berwvujude.

Berdasarken pengertian tersebut di atas dapat
dimengerti, bahwa dalam rangke memutuskan perkara se-
seorang yang ada kaitsnnyas dengen mosaleh kebendaan,
malre sanget penting artinys bends asitsen itv diajuken
di depan vpengadilan sebagai keperluan proses peradi-
lan, Benda sitaan itu siambil elih oleh pejabat yeng
berwenang duari tangan seseorang ysng memegang atau
menguaseinya, untuk selanjutnya diperlihatkan pada
terdakwa atau saksi, agar mendapal keterangan yang

sebensrnya. ( Wirjono ~Prodjodikoro, 1983 : 59 )
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B. Macam - macam Benda Sitaan Sebamai Barang Bukbi

Memurut sifatnya, benda-benda yang dapat disi-

ta ada 4 ( empat ) macam, yaitu :

1. Barang -~ barang yangme menjadi sasaran perbuatan

26

30

4,

yang melanggarv hukum pidena, seperti: barang-baramz
dicuri, digelapkan dan ada yang didapat secara pe-
nipuan,

Termasuk dalam kategori macam benda sitaan yang
pertama ini, adalah misalnya‘ seseorang mencuri -
uang, kemudian uang itu dibelikan sebush tadio ,
maka radio tersebut dapat disita sebagai barang
bukti pengganti,

Barang-barang dari hasil perbuatan yang melanggar
hukum pidama, seperti : uang logam atau uang kertas
vang dibuat oleh terdakwa dengan maksud untuk die -
darkan sebagai uang asli,

Barang=-barang yang dipakai sebagai alat untuk me-
lakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana, se-
perti : piseu, senjata api, alat-alat untuk membuat
uang palsu dan lain sebagainyae

Barang-barang yans pada pmumnya dopat nenjadi
bukti ke arah mecmberatkan atau meringankan kesalahe
an terdekwa, ceperti: suatu pakaian yang dipakai
oleh penJjahat sewalttu melaskukan perbuataen yang me-

langrar hukum pidana.§ R. SOesilo, TT : 74 )
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C. Statud Benda Sitaan sebagai Baraps Bukti

Di dalam persidangan Pemuntut Umum diwaJjibkan
untitk memperlihatkan barang bukti dalam perkara yang
diperiksa, baik kepada saksi maupun kepada terdakwa.
Hal ini tidak lain agar supaya hakim tidak salah
menggunakan barang bukti,yang mungkin saja baik
sa%si ataupun terdekwa tidak mengakui kebenarannya

atau keasliannya.

Tujuan kobenaran barans bukti yanz diakui

oleh semua pihak tersebut, ad&lah azar dalam  amar
putusan hakim tidak terdapat adenys kesalahan atau
resesatan. DL samping itu, keputusan yang baik akan

mencerminkan citra yang baik kepada nenegak hukum.

Di delsm amar outusan hakim, biasanya terjan—
dung dua hal berikut :
1. Hengenei hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwae
2. Mengenail status barang bukti dalem perkara yang

bersangkutan. ( Djoko Prakoso, 1982 : 166 )

iMlermurut pasal 316 HIx, bahwa status barang
bukti setelah putusan dijatuhkan ada 3 (tiga) alter-
natif, yaitu :
1. Barang bukti itu kembali kepada pemilik, atau

2¢ Barang bukti itu dirampas unvuk negara, atau

3¢ Barang bukti dirompas untuk dimusnahkane
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( Djoko Prakcso, 1988 : 166 )

Dari ketige alternatif ini bisa dimengerti s
bahwa barang bukti itu mungkin masih bisa dimiliki
kembali secara sah oleh yang berhsak, ateu akan hilang
pemilikannya ates barang itu karena adanya sebab-sebab

tertentu.

Keslungkinan barang itu akan menjadi milik kem-
bali Dbsagi yang berhak, adalah sebagaimana yang dimak-
sudkan padn pagal 46 ayat 2 dan pasal 145 ayat (1)
KUHAF, Di sana disebutkan, bahwa apabila perkara
sudah diputus, maka bende yong dikenakan penyitaan di
kombalikan lmepada orans atau kepada mereka yang di-
scbut dalam putusan tersebut. ( Pasel 46 ayat L) Dan
dalam hal putusan pemidansan atau bebas atau lepas
dari segals tuntutan hukum, pengadilan menatapkan
supaya barang bukii yang disita diserahkan kepada pi-
hak yang paling berhak menerima kembali yang nemanya
tercanbum dalam putusan bLersebute Demikian maksud
pasal 194 ayat 1 KUHAP, ( katna llurul Afiah, 1938 3
198 ).

Undang-Undang tidak menyebutkan, siapa yang di-
maksud dengan “yang berhak itu'e ilengenai hal ini, di-
serahkan kepada hakim yarg bersangkutan, Betelah begi-

tu mendengar keterangan para saksi dan terdakwa, baik
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mengenal perkaranyas mesupun yang menyangkut barang buke-

ti dolam pemeriksaan di sidang pengadilane

Di dalam prkatek, biasanya disebutkan orang
yang paling berhak menerima atas barang bukti, ialah 3
a8, Ureng atsu mereka dari sispa bendc tercebut ai
sita.
b, Pemilik yang éebonarnya.
o Ahli werise

de pemegang hak terakhir,

( Retna Nurul Afiah, 1988 : 280 = 202 ),

Kemungkinan yang kedua yaitu yang akan hilang
pemilikannya aicu pernsunsrasnnya atac benda ituyadalah
sebagai konsekwensi 1logis dari ketentuan pasal 316

HIR pada altornatif kedua dan ketiga diatage.lsl ini

Juga bise difahsmi , bshwa barang yang dirampas un=
tuk negapa dan atau dimusnshkan, adzlah merupakan
bukti bende itu tidsk mungkin menjadi milik orang
yang telah aclakukan tindsk pidana,

;ebagaimana pada bhelaman sebelumnya telah di je=
luskan, bahwa hilangnya nemilikan atau penguasaan a=
tas benda itu tarena adanys sebab - sebab tertentu, Se-
bab-sebab yang dimeksud di sini, adalah berupa pe-

langgaran terhadep undang-undang yang berkaitan dengen
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hal itu, di antaranya adalah :

8. Pasal 10 huruf b angka 2¢ KUHP yang merupa-

kan hukuman tsmbahan,

b. Pasal 250 bise KUHP mengenai uang palau.

C. Dalem Undang-undang ( PNPS ) no., 11 Tahun 1863
tentang Tindak Pidana Subversi, dimana die
sebutkan bahwa benda, baik milik terpidana
atau bukan yang diperoleh dari atau diguna -
kan scbagai alat melakukan tindak pidana
subversi,

de Dalaom Undang-undang ( Drt ) No., 12 Pahun 1951,
tentang senjata api, amunisi dan bahan peledak.

es Dalam Undeng-undang (Drt) iLo. 7 Yahun 1955 ,
tentang Pidana Fkonomi.

£, Pasa% 45 ayat ( 4 ) KUHAP, tentang barang yang
dilarang atau barang yang dilarang untukn di-
edarkan, ( Ratna Nurul Afiah, 1988 : 204-208)

Re Soesilo membagi barang yang dapat dirampas
menjadi 2 { dua ) golongan, yaipu
a. Barang-barang ( termasuk pula binatang ) yang
diperoleh dengan kejahatan.
be Barang - barang (termasuk pula binatang ) yang
dengan sengaja dipakai untuk melakukan keja =

hatan. ( katna Nurul Afiah, 198° : 204 )
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lermasuk barang - barang pada bagian pertama,
adalah seperti uang palsu, uang sSuap, dan sebagainya .
Barang ini disebut "Corpora Delieti", dan senantiasa
asal saja barang itu milik siterhukum dan diperoleh
dari hasil kejahatan, baik kejahatan dengan sengaja
( dolus ) maupun tidak dengaja ( Culpous ).
( Djoko Préﬁoso » 1988 : 168 ) Hal ini sesuai dew
ngan pasal 39 ayat ( 1 ) KUHP, Apabila diperoleh de=
ngan pelanggeran, maka barang - barang itu hanya
dapat dirempas dalam hal - hal yang telah ditentu -
kan oleh Urdang=-undang, misalnya oleh pasél 549: 2 3
599 : 23 502 : 23 dan lain ~ lain. ( datna  Furul
Afiah, 1988 : 204 ) Demikian yah: dimaksud pasal
39 ayat ( 2 ) KUHP,

Termasuk bagian yang kedua, adslah seperti:pis-
tol, pisau, golok dan lain - lain. Barang-barang ini
dinamakan “"instrumenta Delicti" ., Barang ini bisa
dirampas, asal saja milik terhulrum dan dapakai untuk
melakukan suabtu kejahatan dengan sengaja ( dolous ) «

Akan tetapi anabila hrarang-barang tersebut digunkan
unt¥k melskukan kejahatan tidsk dengan sengaja ( cul=-

pous ) atau berupa pelanggaran, maka dapat dirampas

dalam hal-hal yang sudah ditentukan undang-undang, se-
perti pasal: 25 ¢+ 93 208 : 23 519 : 23 549 : 2
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dan lain - laine ( Djoko Prakoso, 1938 : 168 )

Barang bukti yang dirampas untuk negara ini
biasanya ditemui dalam pozksera tindek pidana ekono
nomi, penyelundupan, senjata api dan lain-lain, Ba=-
rang tersebul. dijual lelang, kemudian hasil lelang
itu menjadi milik negara , kecuali barang itu bersi-
fat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, karena

benda tersebut +¢tidak boleh dimiliki oleh umum.

Termasuk pula basrang - barang vang tidak nung -
kin dimiliki kembasli, adalsh barang yang termasuk
dalam kategori dirampas untuk dirusnabkan sehingga
tidak dapat dipskai lagi. Benda yang dimaksud di
sini, adelah merupakan alat yang dipergunakan untuk

melakuzan kejehatan, seperti golok untuk menganiaya ,

atau linggis untuk mencuri dan lain-lain.

fermasuk pula dalam kategori ini, adalah hasil
dori tindsk pidana kejahatan 4 seperti uang palsu N
ijazah palsu, atau perkara lain yans sengcoja divuat
khusus untuk melakuksa kejahatam, misalnya: alat
percetakan vuang palsu , kunct palsu, stempel palsu,
dan lain-lain. Juga barang yang menurut pasal 49
ayat ( 4 ) KUHAP termasuk bsrang yang bersifat ter-

larang, seprti membar porno, kaset video porno dan
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sebagainya. ( Ratna Nurul Afish , 1988 : 206 )

Demikian wuraian tentang Bab II yang memuat:
pengertian, macam-macam dan 'status benda sitaan o
Bab II ini hengandung inti 4 ( empat)macam benda yang
dapat disita, serta  sbtatus benda sitaan yang - me-
ngandung *tiga alternatif sebagaimana disebutkan pa
da pasal 316 HIR,



